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KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAY A

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

1

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGER] - 14

(SMP- 14 ) PALANGKA RAYA DI JALAN  TINGANG

KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAY A
KOTA PALANGKA RAYA,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

balwa  dalam  rangka pemekaran  dan pemeritaan pelayanan  dibidung
pendidikan, perlu membuka dan menegerikan Sckolah Menengah  Pertamatls vang
sorana pgedung dan Meubiler lengkap satu unit, sudah discrahkan dari  Kepals Dinas
P dan K Propinsi Kalimantan Tengnh kepada Walikota Palangka Raya pada tanggal, 13 Mei
2004 Nomor : 421.2/747/DIKDAS, 2004,

bahyva scbagai pelaksanazn ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf'b, Peraturan Femeniniah Nomer
5 Tahun 2000 . telah ditctapkan Keputusan Menter Fendidikan Nasional Nomor
053/V/2001 lentang  Pedoman Penyusunan  Standar Pelayanan  Minimaj
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang DMandidikan Dasar don Menengaly:
balwa berdasarkan pertimbangan schagaimana  dimakend pada huruf a. b perlu
ditctapkan Keputusan Waliketa Palanpgka Raya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 lenlang Pembentukan Kota Praja Palangk: Rava
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1965 Nomer 48 Tambahan Lembarin
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang-undang Nomor 20 Talun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 MNemor 78, Tambahan Lembaran:
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliin 2004 nomor 125, Tambzhan Leinbaraa Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Taliun 2004 lentang Perimbangan Keug ngan Antara Pemerintah
Pusal dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 INomor
126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)!

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 lentang Pendidikan Dasar (Lemnbaran Negaril
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3412): :
Peraturan Pemérintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakal Dala

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemedniah dan

Kewenangan Propinsi sebagali Daerah Otonom (Lembarmn Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54 , Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 lentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara.
Kepublik Indonesia Nomor 4262);
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